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TRI DYA FITRISAH JAFAR, Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi 
Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Di Bimbing Oleh : Abdul Hamid 
Habbe, Dan Achyar Ibrahim). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang 
menerapkan akuntansi syariah telah menerapkan nilai Islam yaitu nilai keadilan 
dalam pendistribusian labanya kepada stakeholder. 
 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data-data 
perusahaan mengenai pendistribusi laba serta data-data lain yang mendukung 
penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan 
cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku 
baik aturan dalam Islam maupun aturan yang dibuat oleh negara untuk menilai 
keadilan secara objektif. Objek penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan 
yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya 
kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan 
kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai 
Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif 
belum bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk pemilik modal masih 
lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya. 
 
Kata kunci: Pendistribusin Laba, Akuntansi Syariah, Keadilan, Perbankan 
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1.1. Latar Belakang 
Investasi merupakan aktivitas penanaman modal kedalam perusahaan. 
Kepemilikan modal dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal 
yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan berarti ikut 
memiliki perusahaan yang bersangkutan. Dalam melakukan investasi, investor selalu 
dihadapkan pada konsekuensi “risk and return”. Risiko investasi bisa berupa capital 
loss, oppurtunity loss, menurunnya nilai investasi akibat kerugian perusahaan, 
kerugaian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih kurs. Sebaliknya, investor 
bisa memperoleh dividen dan capital gain sebagai keuntungan atas investasinya. 
Modal merupakan salah satu faktor produksi yang terdapat di dalam 
perusahaan. Dalam tinjuan akuntansi konvensional (yang didasari oleh pemikiran 
ekonomi kapitalis), modal memiliki posisi yang istimewa jika dibandingkan dengan 
faktor-faktor produksi lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi dan orientasi yang 
sangat kuat bahwa pemegang hak atas hasil usaha adalah pemilik modal 
(stockholders). Pandangan ini pun menunjukkan pengakuan bahwa sumber 
penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang 
diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (share) kepada 
faktor-faktor pencipta laba lainnya. Padahal unsur-unsur internal lainnya (alam/bahan 




sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. 
Lebih jauh lagi, unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan 
kontinuitas perusahaan. 
Modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak 
untuk mendapat bagian keuntungan yang besar. Akan tetapi, benarkah modal selalu 
produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk 
bisnis yang mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, 
modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal 
tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, 
sebenarnya produktivitas tersebut tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam 
dan manusia. 
Konsep pendistribusian laba yang hanya untuk kaum pemilik modal banyak 
dikritik oleh para ilmuan bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia 
dalam jangka panjang akan menimbulkan “lack of motivation”, sedangkan 
pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan “lack of resource”. Hal ini 
kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian 
laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. 
Begitulah nilai-nilai egoistik dan materealistik melekat pada sistem kapitaslis. 
Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal 
(capital). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran 
yang sangat penting dalam penentuan dan pendistribusian laba. Nilai-nilai egois 
dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan.  
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Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, berbagai konsep telah diajukan 
oleh para ilmuan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah value added concept of 
income yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang 
akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dll. 
Konsep value added concept of income telah lama dikenal dalam penilitian 
akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, 
konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah 
pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh stakeholders.  
Jika ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur 
penciptaan laba, value added concept income memang lebih bermakna manusiawi 
dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak 
selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak 
perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah. 
Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja 
sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) 
perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi 
ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah 
kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, 
jual beli dan distribusi kekayaan.  
Lebih lanjut lagi dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban 
pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan 
pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, 
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secara mendasar aturan didalam syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan 
pendistribusi laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami 
oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerjasama di dalam 
perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk 
memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi 
tersebut. Maka prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan 
akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam 
menurut Ibnu Al-A’rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu tidak boleh 
melakukan transaksi syariah secara tidak adil. 
Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi/harta dengan 
berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu 
tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak 
berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan 
diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan intended speculation), dan gahar  (ketidak 
jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, 
infak, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan 
perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan 
pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya. 
Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:  
 ِطِْسقْلِاب َءاََدهُش ِ َِّلِلّ َنيِما ََّوق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي   ۖ ْمُكَّنَمِرَْجي َلََو
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 َت ََّلَأ َٰىلَع ٍمَْوق ُنَآنَشاُولِدْع   ۖ ٰىَوْقَّتِلل ُبَرَْقأ َُوه اُولِدْعا   ۖ َ َّاللّ اُوقَّتاَو   ۖ
﴿ َنُولَمَْعت اَِمب ٌرِيبَخ َ َّاللّ َِّنإ٨ ﴾ 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS 5;8)  
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat 
permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “Analisis 
Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip 
Keadilan”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat 
berdasarkan hal tersebut adalah: 
1. Bagaimanakah pendistribusian laba dalam perusahaan yang menerapkan 
prinsip syariah? 
2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 






1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pendistribusian laba dalam perusahaan yang menggunakan akuntansi syariah dan 
mengetahui apakah penditribusian laba tersebut telah adil. 
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:  
a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa 
digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut 
pendistribusian laba. 
b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang 
terkait dengan akuntansi syariah  khususnya penditribusian laba untuk 
mencapai prinsip keadilan. 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun 
dengan materi sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan 
pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa 
masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari  
perkuliahan maupun sumber yang lain.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data, 
jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan dipakai.  
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat 
perusahaan,visi dan misi perusahaan,struktur organisasi dan  fasilitas serta layanan 
yang diberikan perusahaan. 
BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan tentang 
model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
BAB VI : PENUTUP  
Bab ini berisikan berisi tentang kesimpulan dari penelitian,dan saran-saran untuk 







2.1.1. Pengertian dan Konsep Laba 
Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang 
memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang 
sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, 
pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan 
(Belkaouli 1997, 330; Harahap 1997, 146 dalam Triyuwono 2001, 1). 
 Menurut Triyuwono (2001, 9), definisi laba atau profit dalam akuntansi 
konvensional oleh para akuntan merupakan: 
“Kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan 
mengaitkan (matching) antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait 
dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)” 
 
Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan 
(matching) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang 
belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva 
non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan 
piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang 




pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap 
perubahan modal secara temporer. 
Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai 
macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba historical cost, konsep 
laba business income, konsep laba replacement cost, dan sebagainya (Baillie,1995; 
dalam Triyuwono 2001, 2). Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga 
mengikuti perkembangan tersebut. 
Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan 
menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara 
sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; secara semantis yaitu 
melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu 
melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur 
dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam Triyuwono 2001; 
8). 
Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan 
masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002;273), 
dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan 
adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan 
atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang 
besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya: 
1. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu 
daripada kepentingan orang banyak. 
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2. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi 
di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, 
memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi 
untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok 
antara si kaya dan miskin. 
Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama 
dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan 
tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal 
dan sesuai dengan prinsip syari’at Islam.  
Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, 
yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed, 2000; 
dalam Triyuwono, 2001; 2). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama 
dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat 
seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial 
dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap 
pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau 
disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertaniaan. Hal ini memerlukan 
penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang 
harus dibayarkan. 
Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan 
laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi 
syariah. Hal ini diungkapkan Adnan dan Gaffikin (1997), Gambling dan Karim 
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(1991), Baydoun dan Willet (1994), Tehri (2000), dan Rahman (2000) dalam 
Triyuwono, 2001, 3). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam Statement of 
Financial Conceptual Framework No. 1 yaitu dengan dibedakannya antara tujuan 
akuntansi keuangan dan laporan keuangan. 
Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat 
mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya 
window dreasing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan 
keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini 
seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak 
akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya. 
Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah 
larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap 
atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul 
dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan 
karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. 
Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam 
modal bukan sebagai peserta (pemilik) usaha (Triyuwono 2001; 3). Dalam Islam 
perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep 
Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk 
mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. 
Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional. 
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2.1.2. Pengukuran dan Pelaporan Laba 
Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang 
lebih baik atas laba usaha (Belkaoli 1997; 230) yaitu: 
1. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit 
pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum 
dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik 
menganggap ‘laba akuntansi’ sebagai laba usaha. 
2. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap 
postulat unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, 
dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai 
akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, 
konsep laba aliran neo-klasik adalah ‘laba akuntansi yang disesuaikan 
dengan tingkat harga umum’. 
3. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai 
dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (current value) sebagai 
dasar penilaian bukan historical cost lagi. Konsep ini dikenal dengan 
current value accounting, sedang perhitungan labanya disebut current 
income. 
4. Aliran noe radikal yang menggunkan current value tetapi disesuaikan 
dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini dikenal dengan general 
price level adjusted current value accounting, sedangkan perhitungan 
labanya disebut adjusted current income. 
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2.1.3. Jenis-Jenis Laba 
Menurut Sitepu (2005, 29), laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya 
dengan laba rugi, yaitu: 
a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga 
pokok penjualan 
b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-
aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-
perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai 
setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan 
perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada 
pemilik modal. 
c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (Earning Before Tax) . Laba 
sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya 
diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, 
angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatkan laba yang 
pada akhirnya dicapai perusahaan. 
d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah 
dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba 
ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu 





2.1.4. Kegunaan Laba 
Menurut Suwardjono (2005, 456), laba akuntansi dengan berbagai 
interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain: 
a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 
yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. 
b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen 
c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak 
d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara 
e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik 
f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang 
g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus 
h. Alat motivasi manjemen dalam pengendalian perusahaan 
i. Dasar pembagian dividen 
 
2.2. Pendistribusian Laba 
Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh 
pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunannya. Popularitas istilah laba 
antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba 
berfungsi sebagai standar penilaian kinerja (performance) perusahaan yang 
selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan 
masyarakat umum.  
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Menurut Sitepu (2005, 38), pendistribusian net income perusahaan dapat dilihat 
dari konsep-konsep berikut: 
a. Net Income to Stockholders. Pandangan yang paling tradisional dan telah 
diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil 
pengembalian (return) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang 
diperoleh perusahaan akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang 
dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan 
kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan 
pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan 
merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami 
perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik. 
b. Net Income to Investor. Sesuai dengan entity theory, pemegang saham dan 
kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen 
dengan adanya pemisahan antara pemilikan (ownership) dan pengendalian 
(control) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara 
pemegang saham dan kreditur tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan 
utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap 
aset dalam likuidasi. Dalam entity theory, income bagi investor meliputi 
bunga atas hutang, dividen bagi pemegang preffered common stock, dan laba 
yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan 
diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah penerimaan 
manfaat dari perushaan dalam pengertian seperti investor. 
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c. Net Income to Residual Shareholders. Dalam perusahaan yang 
menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu 
terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi 
pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah 
satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau 
pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh kaerna 
itu, prioritas dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua 
kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk 
didistribusikan kepada pemegang hal residu. 
2.2.1. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak 
Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak 
bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang 
mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 
kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut 
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. 
Menurutu S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1), pajak adalah: 
“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
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ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 
balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara 
umum.” 
 
Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari 
rakyatnya antara lain (Resmi (2007:6): 
a. Teori Asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk 
melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan 
keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. 
b. Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian 
beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban 
ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-
tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta 
harta bendanya. Oleh karema itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. 
c. Teori Gaya Pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan 
pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, 
yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan 
tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang 
yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini 
menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya 
untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. 
Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan 
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dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan 
seseorang. 
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak. Berlawanan dengan ketiga teori 
sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas 
kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham 
Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu 
negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang 
tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada 
individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) 
berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang yang menyadari 
bahwa menjadi kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya 
terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. 
e. Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara 
memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang 
efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi 
pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli 
dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan 
kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk 
memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. 
Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat 
inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 
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Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan 
utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi 
untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, 
maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu 
kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, 
melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, 
seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti 
nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 
Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam 
sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua 
kondisi (syarat), yaitu: 
a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan 
dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan 
pajak. 
b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara 
mereka yang wajib membayarnya 
Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan 
bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan 
spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 
tiga kriteria: 
a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengekuaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah. 
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b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat 
untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang 
yang mampu membayar. 
c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang 
karenanya pajak diwajibkan 
2.2.2. Distribusi Laba untuk Zakat 
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat 
yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2007;36), sesuai dengan 
firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103: 
 ْنِم ْذُخ ْمِهَْيلَع ِّلَصَو َاِهب مِهي ِّكَُزتَو ُْمهُرَِّهُطت ًَةقَدَص ْمِِهلاَوَْمأ   ۖ ََكتَلََص َِّنإ
 ُْمهَّل ٌنَكَس   ۖ﴿ ٌمِيلَع ٌعيِمَس ُ َّاللَّو٣٠١ ﴾ 
Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103) 
 
Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007; 36). Menurut 
Qardawi (2007;36) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa 
zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah 
salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa 
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hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan 
hukuman berat di akhirat.  
 Menurut Qadrawari (2007;122), terdapat beberapa jenis kekayaan yang 
disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak 
Allah, yaitu: 
1. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang 
artinya“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak 
membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita 
gembira tentang azab yang sangat pedih”. (Q.S.9:34) 
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran 
Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, “Makanlah sebagian buahnya bila 
berbuah dan bayarlah hak tanaman tiu waktu menanamnya” (Q.S. 6:141) 
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 
276 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah 
sebagian yang baik dari penghasilanmu” (Q.S. 2;276) 
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. 
Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu 
setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu 
wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan. 
Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama 
ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara 
tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan 
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uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian 
terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-
orang yang menghentikan dan menghambat pemungsian kekayaan. 
Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad 
para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. 
Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang 
dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada 
harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Syafei, 2008 dalam Nurhayati, 
2009; 285). 
Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 
April 1984 dalam Nurhayati (2009;285) tentang zakat perusahaan sebagai berikut: 
a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi: 
- Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin 
- Bidang usaha harus halal 
- Aset perusahaan dapat dinilai 
- Aset perusahaan dapat berkembang 
- Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas 
b. Syarat teknisnya sebagai berikut: 
- Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut 
- Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut 
- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu 
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- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat 
sahamnya kepada dewan direksi perusahaan. 
Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat (Syafei, 2008 dalam Nurhayati 
2009:285), yaitu: 
a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan 
yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan. 
b. Kekayaan yang dikenakan zakat dalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat 
ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini disusulkan untuk 
mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi 
perusahaan semakin kompleks. 
c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. 
Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederahana untuk 
digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas 
dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. jika perusahaan 
menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI). 
2.2.3. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana 
Menurut Nurhayati (2009;112), Mudharabah adalah: 
“Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan 
kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan 
kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si 
pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation 




 Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang 
digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak 
diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang 
diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik 
dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus 
diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya 
perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang 
dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya 
menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak.  
 Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, 
negligence, atau violation, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 
2009;117): 
a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan 
pelindung modal 
b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. 
2.2.4. Distribusi Laba untuk Karyawan 
Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi 
yang mendukug. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan 
manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa 
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adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan 
dengan efektif. 
Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang 
penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus 
diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja 
dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien 
atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia 
sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikain aktivitas produksinya karena 
para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah. 
Olek karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian 
kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi 
pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekholifahan. 
Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya 
akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, 
Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika 
menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam 
perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian 
waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para 
pekerja. 
Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan 
terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing-
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masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip di 
tunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22: 
 َلَ ُْمهَو َْتبَسَك اَِمب ٍسَْفن ُّلُك ٰىَزُْجِتلَو ِّقَحْلِاب َضَْرْلْاَو ِتاَواَم َّسلا ُ َّاللّ ََقلَخَو
﴿ َنوَُملُْظي٢٢ ﴾ 
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 
dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka 
tidak akan dirugikan” (QS. 45:22) 
 
Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar 
bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus 
memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan 
menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya 
dalam produksi.  
Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen 
nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi 
rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada 
tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa 
dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. 
Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena 




2.2.5. Laba Ditahan 
Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para 
pemegang saham (Wibowo, 2009;60). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua 
unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. 
Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan 
tertentu. Ada beebrapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap 
laba ditahan (Wibowo, 2009:60), antara lain: 
a. Alasan perundang-undangan 
b. Alasan kontrak 
c. Alasan kemungkinan kerugian 
d. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja 
Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan 
dari akun ikhtisar Laba-Rugi (income summary). Begitu saldo laba ditutup ke laba 
ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang 
saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak 
atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian 
untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus 
digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran. 
Akan tetapi adanya laba ditahan dalan neraca akuntansi syariah agak sedikit 
ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah 
yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa 
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memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur 
sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang 
saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika 
perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah 
hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk 
menahannya. 
Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya 
dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan 
keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya 
dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. 
Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada 
yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola. 
2.3. Stakeholder Theory 
Menurut Budimanta (2008) dalam Irawan (2009), Stakeholder adalah: 
“Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara 
keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan 
terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat 
dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu 
mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.” 
 
Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi 
perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian stakeholder 
perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa stakeholder 
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mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja 
yang termasuk dalam stakeholder perusahaan sekarang ini telah berkembang 
mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. 
Dengan menggunakan definisi di atas, pemerintah bisa saja dikatakan sebagai 
stakeholder bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas 
aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem 
sosial dalam sebuah negara. Oleh kerena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan 
eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang 
mengatur jalanya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan 
melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah 
hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. 
Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, 
pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing elemen stakeholder tersebut 
memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen 
tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa 
memenuhi kebutuhannya masing-masing. 
Menurut Freeman, dkk. (2010, 25), ide dasar dari menciptakan nilai bagi 
stakeholder cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan 
antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang 
membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, 
pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll), masyarakat, dan manajer 
berinteraksi dan menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk 
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mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk 
mengelola dan membentuk hubungan ini. 
Menurut The Clarkson Centre for Business Ethics (1999) dan Magness (2008)  
dalam Irawan (2011), stakeholder perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar, 
yaitu: 
a. Primary stakeholders merupakan pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko 
seperti misalnya investor, kreditor,karyawan, komunitas lokal namun 
disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan primary 
stakeholders walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan 
secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non-
kontraktual. 
b. Secondary stakeholders dimana sifat hubungan keduanya saling 
mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi 
tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. Contoh secondary stakeholders 
adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial 
masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.  
 
Perkembangan teori stakeholders membawa perubahan terhadap indikator 
kesusuksesan perusahaan. Ukuran keberhasilan perusahaan bukan lagi bagaimana 
besar laba yang diperoleh, akan tetapi bagaimana perusahaan bermanfaat dan 
memiliki nilai bagi para stakeholder. Akan tetapi jika dibawa ke prinsip syariah, teori 
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stakeholder ini masih memiliki kekurangan. Teori stakeholder belum memasukkan 
Tuhan sebagai pemilik dari segala pemilik. Untuk itu muncullah shariah enterprise 
theory yang memasukkan Tuhan dan nilai-nilai Islam ke dalam bagian dari 
perusahaan. 
2.4. Shariah Enterprise Theory 
 Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan stockholders merupakan 
implikasi penggunaan entity theory  (atau sebaliknya). Entity theory sangat jauh 
dengan konsep Islam, karena entity theory memiliki nilai individual dan profit 
orientied, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial 
dan berorintasi pada zakat. Harahap (1997) dalam Triyuwono (2006,350) 
berpendapat:  
“... Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: proprietary theory, 
entity theory, dan enterprise theory? Maka akan saya jawab enterprise theory 
karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban... Enterprise 
theory menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik 
perusahaan, tetapi juga masyarakat.”  
 
 Triyuwono (2006, 35) juga mengungkapkan: 
 “Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntanbilitas (accountability) 
manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai 
akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.” 
 
 Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006, 351) mempunyai penilaian tersendiri 
mengapa enterprise theory dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. 
Menurutnya, enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah, dan pertanggungjawaban. 
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 Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu 
memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang 
menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh stockholders 
adalah enterprise theory. Hal ini demikian karena enterprise theory memandang 
bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, 
kreditor, pemerintah, dan masyarakat). 
 Akan tetapi, enterprise theory masih bersifat ‘duniawi’ dan tidak memiliki 
konsep Tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu 
diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan 
konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep 
pertanggung jawaban.  
 Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 215: 
 َنُوِقفُني اَذاَم ََكنُوَلأَْسي   ۖ ٰىَمَاَتيْلاَو َنِيبَرَْقْلْاَو ِنْيَِدلاَوِْلَلف ٍرْيَخ ْن ِّم ُمتَْقفَنأ اَم ُْلق
 ِلِيب َّسلا ِنْباَو ِنيِكاَسَمْلاَو   ۖ ٌمِيلَع ِِهب َ َّاللّ َِّنَإف ٍرْيَخ ْنِم اُولَعَْفت اَمَو﴿٢٣٢﴾  
  
Artinya: “Mereka bertanya kepdamu tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah: “Apa saja harta harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang 








 Dalam Surah At-Taubah ayat 60 Allah SWT juga berfirman: 
 َِةفَّلَؤُمْلاَو َاهَْيلَع َنِيلِماَعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ِءاََرُقفِْلل ُتَاقَد َّصلا اَمَِّنإ ِيفَو ُْمُهبُوُلق
 ِلِيب َّسلا ِنْباَو ِ َّاللّ ِلِيبَس ِيفَو َنيِمِراَغْلاَو ِبَاق ِّرلا   ۖ ِ َّاللّ َن ِّم ًةَضيَِرف   ۖ ُ َّاللَّو
﴿ ٌميِكَح ٌمِيلَع٠٠﴾  
 
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu’allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah 
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
(QS. 9:60) 
  
 Dengan demikian, dalam pandangan shariah enterprise theory, distribusi 
kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau 
partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, 
kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung 
dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan 
kontribusi keuangan dan skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam shariah enterprise 
theory tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat resiprocal antara 
pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak 
lain yang tidak terkait langsung. 
 Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah 
Khalifah fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan menditribusikan 
kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Hal ini mendorong shariah enterprise 




2.4.1. Syariah Value Added Statement 
Laporan Nilai Tambah (Value Added Statement) sebagai pengganti laporan laba 
atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi (Nurhayati 2009, 
106). Usulan ini didasarkan atas pertimbagan bahwa unsur terpenting di dalam 
akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi 
pandang stakeholders dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada 
kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah. 
Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi sosial dan 
lingkungan (Mook, 2003), dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi 
keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan. Selanjutnya 
Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan bentuk laporan nilai tambah syariah 
setelah melakukan rekonstruksi melalui telaah filosofis-teoritis akuntansi syariah. 
Format Value Added Statement yang diusulkan Baydoun dan Willet (1994, 









Value Added Statement 
For the period ended ... 
 
Sources: 
- Revenues     xxx 
- Bought in items    xxx 
- Revaluation     xxx 
Sub Total in Sources:     xxx 
Distributions: 
- Beneficiaries     xxx 
- Government     xxx 
- Employees     xxx 
- Owners     xxx 
- Charities     xxx 
- Reinvested Fund    xxx 
- Profit Retained    xxx 
- Revaluation     xxx 





 Dalam perkembangan selanjutnya, Syariah Value Added Statement dianggap 
sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan 
tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang 
harus ditanggung oleh publik. 
Pemikir akuntansi Islam juga melakukan perubahan atas format value added 
statement dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap bagian dari 
charity dan menyajikannya secara khusus setelah Gross Value Added. Hal ini sesuai 
dengan makna zakat yang bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai 
pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi muslim, seperti yang diusulkan 













Value Added Statement 
For the period ended ... 
 
Sources: 
- Revenues     xxx 
- Bought in items    xxx 
- Revaluation     xxx 
Gross Value Added     xxx 
Zakat: 
- Tazkiah to 8 Asnaf    xxx 
Net Value Added     xxx 
Distributions: 
- Government     xxx 
- Employees     xxx 
- Owners     xxx 
- Infak Shadaqah    xxx 
- Reinvested Fund    xxx 
- Profit Retained    xxx 
- Revaluation     xxx 






2.5.1. Pengertian Keadilan 
Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan 
sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala 
didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial 
masyarakat. 
Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri, 1999): 
a. Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. 
Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di 
hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, 
demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai 
yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, 
kemampuan dan pelayanan pada manusia. 
b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuaan yang sama bagi 
setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi 
oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial 
kehilangan  makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan 
mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-msing kepada 
masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu 
lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang 
lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu’araa’: 183): 
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﴿ َنيِدِسْفُم ِضَْرْلْا ِيف اَْوثَْعت َلََو ُْمهَءَايَْشأ َساَّنلا اوُسَخَْبت َلََو٣٨١﴾  
Artinya “Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. 
Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk 
melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam. 
Menurut Muthahhari (1992:53), kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu: 
a. Yang dimaksud dengan adil disini adalah keadaan sesuatu yang seimbang, 
yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar yang 
semestinya, bukan dengan kadar yang sama. 
b. Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap 
pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya 
sama. 
c. Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan 
memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan 
kezaliman dengan pengertian seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran 
terhadap hak-hak orang lain. 
d. Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berlanjutnya 
eksistensi, dan tidak mencagah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat 




2.5.2. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah 
Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh 
aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita 
memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam 
kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi 
sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil. 
Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau 
kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum 
buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap 
Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi 
masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat 
kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan 
kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka 
melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan 
peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan. 
Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja 
sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya 
dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam 
keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah 
satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima 
harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi 
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rugi, maka kerugianya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian 
jerih payahnya (Qardawi, 1997:410). 
Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan 
akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan 
dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara 
dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu’amalat. Akuntansi harus bisa 
menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar 
bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada 
kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan 
dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. 
Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan 
pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, 
perlakuaan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan 
fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang 
telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2001:183). 
2.5.3. Keadilan dalam Pendistribusian Laba  
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, 
berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan 
keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan 
cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan 
kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi 
mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan 
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dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada 
masyarakat berbeda-beda. 
Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain 
sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah 
menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat 
maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam 
sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. 
Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif 
filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep 
laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. 
Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta 
transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian 
kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusi ini 
adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu 
beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian 
yang adil sesuai dengan hak masing-masing. 
Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa 
menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan 
dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan, 
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misalnya dengan terdistribusinya kekayaan tersebut kepada segelintir orang saja, 
sementara yang lainnya kekurangan. 
Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah 
mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan 
perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahaan antara pemilik perusahaan 
(stockholder) dengan manajemen. Dalam sistem mudharabah ini, laba bersih 
perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun 
demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait 
dengan perusahaan dengan cara: 
a. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan 
kepada kadar jasa yang diberikannya. 
b. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur. 
c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan 
d. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat. 
 
Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau 
uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak yang 
terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut Subiyantoro (2004, 199), salah satu 
kemarahan Marx terhadap pemilik modal adalah ketika para pemilik modal 
mengambil atau berprilaku tidak adil menyangkut pembagian nilai lebih. Nilai lebih 
inilah yang menurut Marx sebagai sumber laba dari pemilik modal. 
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Menurut Subiyantoro (2005, 202), ada tiga komponen utama yang mempunyai 
hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu: 
1. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap 
laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka 
seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, 
karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain 
untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati 
bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi 
kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan 
ketentuan yang disepakati. 
2. Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu 
entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang 
sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-
mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang 
menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika 
perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi 
perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih 
jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan 
berarti karyawan bisa menetukan dengan seenaknya saja. Semua kembali 
kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama. 
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3. Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain 
karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli 
dan lingkungan sosial lainnya.  
 
2.6. Penelitian Terdahulu 
Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama pernah dilakukan. 
Penelitian terdahulu yang berkaitan pernah dilakukan oleh Waktu Sitepu tahun 2005 
dari Universitas Widyatama. Sitepu (2005) membandingkan distribusi laba bersih 
antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Dari hasil penelitian 
tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang 
mendominasi adalah kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan 
mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedang akuntansi syariah didasarkan pada 
syariah Islam dengan nilai dasar yang disebut dengan metafora amanah. Kekayaan 
yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara 
memperoleh, mengelola, dan mengembnagkannya harus sesuai dengan ketentuan 
syara’. 
Dalam hal pendistribusian laba, Sitepu (2005) mengemukakan pada hasil 
penelitianya bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan 
didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. 
Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara stockholders dan 
manajemen jelas bahwa terlihat konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi 





3.1. Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang 
bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di Jalan Dr. Sam 
Ratulangi No. 72 Makassar. Objek penelitian tersebut sengaja dipilih karena 
perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah. 
 
3.2. Jenis Penilitian 
Jenis metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah sutau penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu 
keadaan secara objektif (Aditya, 2009). 
Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara 
mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya 
sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang 
diambilnya tidak boleh digenarilisir sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap 
kasus-kasus yang dianggap sama. 
 
3.3. Metoda Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda 




1. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek 
penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada 
objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang 
digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan 
sebagai berikut:  
a. Wawancara. Wawancara dilaksankan dengan melakukan tanya jawab 
langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan 
data dan keterangan yang berlandaskan tujuan penelitian. 
b. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan 
data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. 
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-
buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan 
kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan 
pembahasan penelitian. 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan pembahasan dan analisis.  
Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data 
kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara 
langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai 
dengan angka secara langsung. 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian 
ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.  
b. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, 
penelitian terdahulu serta literatur lain. 
  
3.5. Metoda Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Data-data 
perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut 
dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek 
penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini 











GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan 
Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 
di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama 
Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan 
dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama 
di Indonesia. 
Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan 
penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya 
berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris 
Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 
Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 
Nomor 34.  
Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai 
pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara 
silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa 
Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. 
Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 




yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 
Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank 
Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.  
Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara 
pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang 
menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun 
ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) 
Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian 
sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau 
kurang dari sepertiga modal awal.  
Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru 
dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di 
Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi 
diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.  
Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil 
membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya 
dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi 






4.2. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yaitu: “Menjadi bank syariah 
utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.” 
Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah: “Menjadi role 
model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat 
kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk 
memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.” 
Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber 
daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi 
yang unggul guna mendukung operational excellence. Komponen tersebut bukanlah 
penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang 
sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi 
sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan. 
Hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang memiliki visi menjadi bank 
syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar rasional 
dengan misi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia yang penekanannya 
pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang 
inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholders. 
Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang 
tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta positioning perusahaan 
sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, 
dan akidah sesuai prinsip syariah. 
50 
 
4.3. Struktur Organisasi 
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, 
misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar 
bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas 
Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar 
sesuai dengan garis-garis syariah. 
Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris. 
Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan 
Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan pengawas Syariah 
dilakukan oleh Rapat Umun pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas 
Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi 
jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat 
khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan 
(guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya 
tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan 




Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 
rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan 
Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti 
kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.  
Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk akan 
disajikan pada lampiran. 
 
4.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan usaha 
yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan 
penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. 
Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
didasarkan pada prinsip syariah. Impilkasinya, di samping harus selalu sesuai dengan  
prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai 
variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan 
produk bank konvensional. 
Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
diantaranya adalah: 
1. Pendanaan, terdiri dari: 
a. Giro Wadiah yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi. 
b. Tabungan, yang terdiri dari: 
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- Tabungan Muamalat menggunakan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqah (bagi hasil). 
- Tabungan Muamalat Dolar 
- Tabungan Muamalat Pos 
- Tabungan Haji Arafah, menggunakan prinsip syariah dengan akad 
wadiah (titipan).  
- Tabungan Haji Arafah Plus 
- Tabungan Muamalat Umroh 
c. Deposito yang terdiri dari: 
- Deposito Mudharabah 
- Deposito Fulinves 
2. Pembiayaan, terdiri dari: 
a. Konsumen, terdiri dari: 
- Pembiayaan Hunian Syariah, dengan menggunakan prinsip syariah 
dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah 
mutanaqishah (kerjasama sewa). 
- AutoMuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu 
konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menggunakan 
prinsip syariah murabahah (jual-beli). 
- Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk 
membantu konsumen mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih 
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awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat 
pendaftaran porsi. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
al-qardh (pinjaman) 
- Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan 
membantu mewujudkan impian untuk beribadah Umroh dalam waktu 
yang segera. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
ijarah (sewa jasa) 
- Pembiayaan Anggota Koperasi adalah Pembiayaan konsumtif yang 
diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada 
karyawan/guru/PNS (selaku end user) melalui koperasi. Produk ini 
berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah (bagi hasil) 
antara bank dengan koperasi atas pendapatan marjin pembiayaan 
murabahah (jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota 
b. Investasi, terdiri dari: 
- Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi. 
- Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis berdasarkan prinsip syariah 
dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah 






c. Modal kerja, terdiri dari: 
- Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan 
akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan 
spesifikasi kebutuhan modal kerja. 
- Pembiayaan LKM Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan 
untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak 
meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio 
pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-user). Produk 
ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau 
musyarakah 
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan 
khusus modal kerja yang akan meringankan usaha  dalam mencairkan 
dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Produk 
ini menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema 
revolving. 
3. Layanan, terdiri dari: 
a. International Banking, terdiri dari: 
- Remittance yang mencakup Remittance BMI – Bank, BMI – BMMB, 
BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara 
- Trade Finance yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor 
Impor Non LC Financing, SKBDN,  Letter of Credit, Standby LC. 




c. Layanan 24 jam, terdiri dari 
- SMS Banking 
- SalaMualamat 
- MuamalatMobile 
- Internet Banking 



















ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
5.1. Hasil Penelitian 
 Untuk melakukan penelitian terhadap pendistribusian laba dalam penerapan 
akuntansi syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya 
dari objek penelitian, serta melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cara-cara tersebut dianggap cukup praktis bagi 
peneliti dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan 
mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai 
Prinsip Keadilan”, maka diperoleh informasi sebagai berikut: 
5.1.1. Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah 
Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi 
syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pendistribusian laba yang diperoleh 
dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah 
menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan 
utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT. Sehingga 
segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah 
SWT. 
Begitu juga dengan pendistribusian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita 




diajarkan adalah nilai keadilan. Keadilan akan membawa kita kepada derajat 
ketakwaan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8: 
 ِطِْسقْلِاب َءاََدهُش ِ َِّلِلّ َنيِما ََّوق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي   ۖ َلََو ٍمَْوق ُنَآنَش ْمُكَّنَمِرَْجي
اُولِدَْعت ََّلَأ َٰىلَع   ۖ ٰىَوْقَّتِلل ُبَرَْقأ َُوه اُولِدْعا   ۖ َ َّاللّ اُوقَّتاَو   ۖ اَِمب ٌرِيبَخ َ َّاللّ َِّنإ
﴿ َنُولَمَْعت٨ ﴾ 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS 5;8) 
 
Konsep pendistribusian laba pada PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk. dapat 
dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
belum menggunakan konsep value added income statement, selain karena belum 
diwajibakan perbankan syariah untuk menerapkan, data-data yang tercantum dalam 
laporan keuangan dianggap telah mencakup data-data yang ada dalam value added 
income statement. 
Untuk lebih jelasnya, pendistribuasian laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 








P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. 
LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) 
 
 2011 2010 2009 
PENDAPATAN DAN BEBAN 
OPERASIONAL 
   
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA 
     OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB 
   
Pendapatan dari penjualan 1.082.687.860 690.573.180 651.699.025 
Pendapatan dari bagi hasil 990.648.523 782.430.591 716.734.981 
Pendapatan dari ijarah-bersih 45.983.252 50.175.539 59.863.318 
Pendapatan usaha utama lainnya 200.413.273 84.961.819 88.848.613 
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana   
     oleh Bank sebagai Mudharib 
2.319.732.908 1.608.141.129 1.517.145.937 
    
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL 
     DANA SYIRKAH TEMPORER 
(1.156.734.283) (764.601.115) (821.541.744) 
    
HAK BAGI HASIL MILIK BANK 1.162.998.625 843.540.014 695.604.193 
    
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA- 
     BERSIH 
354.796.740 279.698.131 231.150.228 
    
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN    
Aset Produktif (125.826.070) (90.054.273) (72.980.622) 
Aset Non Produktif (1.697.447) (6.252.110) (35.924.729) 
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan (127.523.517) (96.306.383) (108.905.351) 
    
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA    
Beban kepegawaian (410.355.072) (253.302.852) (201.067.362) 
Beban umum dan administrasi (498.888.179) (482.611.131) (464.773.048) 
Pemulihan (beban) estimasi kerugian 
    komitmen dan kontijensi 
(3.600.954) 364.914 (432.355) 
Beban bonus giro wadiah (21.845.348) (11.222.580) (20.326.279) 
Beban Lain-lain (71.963.413) (41.881.482) (52.542.457) 
Jumlah Beban Operasional (1.006.652.966) (788.653.131) (739.141.501) 
    
LABA OPERASIONAL 386.618.882 238.278.631 78.707.569 
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PENDAPATAN (BEBAN) NON 
    OPERASIONAL 
  
 
Pendapatan non operasional 20.991.454 10.771.536 5.316.661 
Beban non operasional (32.860.070) (17.973.460) (19.263.253) 
Beban Non Operasional-Bersih (11.948.616) (7.201.924) (13.946.592) 
    
LABA SEBELUM PAJAK 371.670.266 231.076.707 64.760.977 
    
MANFAAT (BEBAN) PAJAK    
Pajak kini (116.190.860) (74.548.997) (22.470.329) 
Pajak tangguhan 18.142.197 14.447.026 7.901.663 
Beban pajak-bersih (98.048.663) (60.137.971) (14.568.666) 
    
LABA BERSIH 273.621.603 170.938.736 50.192.311 
    
LABA PER SAHAM DASAR 185,08 115,63 61,19 
 
 
5.1.1.1. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana 
5.1.1.1.1. Pemegang Saham 
Saham PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dimiliki oleh beberapa badan dan 
sejumlah orang dengan jumlah saham yang berbeda-beda. Berdasarkan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2010, para 
pemegang saham telah memutuskan untuk melakukanm penyisihan sebagian laba 
bersih tahun 2009 sebesar Rp 37.896.347.000 ke dalam pos laba ditahan yang akan 
diakumulasikan dengan dividen tahun buku 2010.  
Sedangkan pembagian laba kepada para pemegang saham untuk tahun laba 
2010, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Mei 2011 yang 
diaktakan dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 21, tanggal 2 Agustus 2011 
para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor 
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penuh dari Rp 782.667.194.000,- atau 1.400.004.552 saham menjadi Rp 
821.843.363.000,- atau 1.478.356.890 saham. Penambahan modal disetor sebesar Rp 
39.176.169.000,- berasal dari pembagian dividen saham.  
Dalam hal perbandingan laba yang akan diperoleh antara pemegang saham 
dengan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya 
saja, A memiliki saham sejumlah 25.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan 
laba per saham dasar sebesar Rp. 115,63 per saham, maka si A akan mendapatkan 
laba sebesar Rp 115,63 x 25.000.000 = Rp 2.890.750.000,-. Sedangkan jika nilai 
saham tersebut Rp 25.000.000.000 (jumlah saham dikalikan harga saham) di 
depositokan, maka si A akan memperoleh bagi hasil sebesar: 
                       Rp 25.000.000.000                            54 
      Bagi Hasil Nasabah =                X 8.09 X   
             1000          100 
     
               = Rp 109.215.000,- 
 
 Bagi Hasil Nasabah dalam 1 tahun = Rp 109.215.000,- x 12 = Rp Rp 1.310.580.000,- 
 
Jika di lihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang 
saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang mendepositokan uangnya. Padahal 
dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para 
pemegang saham memiliki hak suara dibanding para deposan. 
 
5.1.1.1.2. Nasabah 
Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi  untung 
dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan  mengajak 
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partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga  sama-sama 
mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang  telah ditetapkan 
sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para 
deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola 
sumber dana para deposan dalam berbagai usaha  produktif di pihak lain.   
Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya  meminjam 
dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi  pinjaman dana 
dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas 
bunga kepada para  nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam 
semua bentuk  transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar 
bunga  (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua  
sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak 
adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. 
Bank Muamalat sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem 
bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu 
dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar 
antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya. 
Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal 
layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat 
pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 
Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan 
berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah. 
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Bank Muamalat akan memperlihatkan kinerja tiap bulannya yang disebut HI-
1000. HI-1000 tersebut akan di pajang di pintu masuk bank sehingga nasabah dapat 
mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh. 
Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan 
digunakan adalah akad mudharabah. Menurut Bank Indonesia dalam Wiroso 
(2010,326), mudharabah adalah: 
“Akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shabib al-mal) dengan 
pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan 
nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).” 
 
Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu 
mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil 
investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai 
contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari 
setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan 
Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). 
Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan 
adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu 
dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan 
memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). 




         Rata-Rata Dana Nasabah                            Nisbah Nasabah  
      Bagi Hasil Nasabah =                X HI-1000 X   
             1000                 100 
 
Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Slamet) menyimpan deposito 
Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan 
jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan 
Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet 
adalah :  
                                         Rp 10.000.000,-     50 
              Bagi Hasil Nasabah =          X 10,93 X   
                                               1000                100 
   
  Bagi Hasil Nasabah = Rp. 54,650,- 
 
Nisbah yang akan diperoleh nasabah berbeda tiap layanan. PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. memberikan nisbah kepada nasabahnya sebagai berikut: 
Tabel 5.1. 
Informasi Besaran Nisbah Tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Tabungan Nisbah Nasabah 
Tabungan Muamalat: 
 Shar-E Gold 




Tabungan Muamalat Pos 6% 
Tabungan Muamalat Shabat 2% 
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Tabungan Muamalat Umorah 30% 
Tabungan Haji Arafah Plus 10% 
 
Tabel 5.2 
Informasi Besaran Nisbah Deposito PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Deposito Nisbah Nasabah 
Deposito Rupiah 1 bulan 50% 
Deposito Rupiah 3 bulan 51% 
Deposito Rupiah 6 bulan 53% 
Deposito Rupiah 12 bulan 54% 
Deposito USD 1 bulan 17% 
Deposito USD 3 bulan 19% 
Deposito USD 6 bulan 21% 
Deposito USD 12 bulan 23% 
 
Perbedaan besarnya nisbah tiap layanan disebabkan karena perbedaan manfaat 
dan fasilitas yang diperoleh serta syarat-syarat yang diberikan. Misalnya saja pada 
tabungan muamalat Shar-Gold dan Shar-E Reguler. Shar-E Gold memiliki saldo 
minimum sebesar Rp 250.000,- yang hanya dapat ditarik keseluruhan ketika ingin 
menutup tabungan. Sedangkan Shar-E Reguler tidak memiliki saldo minimum, 
sehingga dapat ditarik keseluruhan kapan pun nasabah inginkan. 
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Untuk tahun 2010, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. memberikan hak pihak 
ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp 764.601.115.000 dan 
meningkat tahun 2011 sebesar Rp 1.156.734.283.000,-. Naiknya besaran bagi hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa nasabah Bank Muamalat dari tahun 2010 meningkat. 
Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya tingkat kepercayaan nasabah akan 
pengelolaan dana mereka oleh Bank Muamalat. Nasabah lebih merasa aman 
menyimpan dana mereka pada bank syariah di tengah keadaan ekonomi yang tidak 
menentu. 
Pada masa krisis tahun 1998, ketika banyak bank-bank konvensional 
dilikuidasi, Bank Muamalat berhasil selamat. Hal ini karena sistem bagi hasil yang 
diterapkan bank syariah di mana besaran ketika bank mengalami penurunan 
pendapatan, maka nasabah juga akan mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan 
pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah akan sama tiap 
bulannya, sehingga ketika perbankan mengalami penurunan pendapatan, bank akan 
mengalami kesulitan membayarkan bunga nasabah. 
Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya 
sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai 








Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 
                    BUNGA                  BAGI HASIL 
a. Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi 
harus selalu untung. 
a. Penentuan besarnya rasio/nisbah 
bagi hasil dibuat pada waktu 
akad dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi. 
b. Besarnya persentase 
berdasrkan pada jumlah uang 
(modal) yang dipinjamkan 
b. Besarnya bagi hasil berdasarkan 
pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh 
c. Pembayaran bunga tetap 
seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek 
yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 
c. Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang 
dijalankan. Bila usaha merugi, 
kerugian akan ditanggung 
bersama oleh kedua belah pihak. 
d. Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat sekalipun 
jumlah keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi sedang 
“booming”. 
d. Jumlah pembagian laba 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah pendapatan. 
e. Eksistensi bunga diragukan e. Tidak ada yang meragukan 
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(kalau tidak dikecam) oleh 
semua agama, termasuk Islam. 
keabsahan bagi hasil 
 
5.1.1.2. Distribusi Laba untuk Karyawan 
Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. 
Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus 
diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja 
dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien 
atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menyadari bahwa karyawan mempunyai 
peran penting dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. sangatlah memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karir dari 
karyawan-karyawannya. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara 
berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan 
tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir 
karyawan. 
Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat 
mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di awal tahun 2011, 
dengan bantuan konsultan professional independen, Bank Muamalat melakukan 
survey dan analisa penggajian dibandingkan dengan industri perbankan. Berdasarkan 
hasil survei dan analisa tersebut, manajemen Bank Muamalat kemudian melakukan 
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penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan 
kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan (job 
grade) masing-masing karyawan. 
Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara 
berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Dengan 
demikian, dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas serta kinerja karyawan, dan 
menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung pada Bank Muamalat. 
Bank Muamalat juga terus mempertajam efektivitas evaluasi terhadap kinerja 
individu karyawan melalui pengembangan sistem pengelolaan kinerja (Performance 
Management System/PMS) yang berbasis Key Performance Indicator (KPI). 
Perangkat PMS ini merupakan bagian dari strategi remunerasi dan pengembangan 
jalur karir (career map) karyawan. Melalui sistem ini, kinerja individu karyawan akan 
dievaluasi setiap tahun, yang meliputi tiga aspek yaitu pencapaian sasaran kerja, cara 
kerja dan kepribadian karyawan seperti akhlak, inisiatif, disiplin, serta motivasi dalam 
berprestasi dan mengembangkan diri. Sehingga karyawan akan senantiasa 
memberikan pengabdian terbaiknya yang tidak lepas dari visi dan misi Bank 
Muamalat. 
Setiap karyawan Bank Muamalat juga memiliki kesempatan yang sama untuk 
berkembang sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing. Pada tahun 
2011, Bank Muamalat dengan bantuan konsultan profesional mulai mengembangkan 
sistem jenjang karir karyawan, sebagai bagian terpadu dari pola pengembangan 
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human capital di Bank Muamalat bersama dengan strategi remunerasi dan penerapan 
PMS. 
Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan 
jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan PT. 
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 410.355.072.000 dan 
tahun 2010 sebesar Rp 253.302.852.000. Divisi HC senantiasa berupaya 
memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan 
pendidikan karyawan Bank Muamalat sehingga mencapai hasil secara efektif. Total 
biaya untuk pelatihan karyawan pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 17.481 miliar, 
atau 5,12% dari total biaya tenaga kerja pada tahun tersebut, dibandingkan dengan Rp 
7.232 miliar yang dikeluarkan pada tahun 2010. Dengan adanya penambahan budget 
biaya training dari tahun 2010 sampai 2011, earning per karyawan mengalami 
peningkatan dari Rp 94,6 juta di tahun 2010 menjadi Rp 109,48 juta di tahun 2011. 
Dari sisi earning juga mengalami peningkatan dari Rp 273 miliar tahun 2010 menjadi 
Rp 375 miliar di tahun 2011 (naik 37%).  
Jumlah karyawan Bank Muamalat sebelumnya tercatat sebesar 2.946 orang 
pada akhir tahun 2010 meningkat menjadi 3.696 orang pada tahun 2011 yang terdiri 
dari karyawan dengan status tetap, kontrak maupun outsource. Ini mencerminkan 
tingkat pertumbuhan (net growth) yang signifikan sebesar 25% pada tahun 2011. 
Peningkatan beban kepegawaian lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah 
karyawan. Hal ini dapat diartikan bahwa perhatian perusahaan baik masalah gaji, 
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penegmbangan karir, dan sebagainya meningkat. Belum lagi termasuk bonus yang 
diterima dari laba bersih yang dihasilkan. 
Selama tiga tahun terakhir, tingkat atrisi karyawan adalah sebagai berikut 4,66% 
pada tahun 2009, 4,39% tahun 2010 dan 5,41% di tahun 2011. Angka-angka tersebut 
relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan syariah maupun 
konvensional. Hal ini membuktikan sistem pengembangan karyawan lebih terencana 
sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, sehingga meminimalisir perpindahan 
dan mobilisasi dalam lingkungan perusahaan, serta dapat menjadi salah satu indikasi 
membaiknya tingkat keterlibatan karyawan (employee engagement) di Bank 
Muamalat. 
Membaiknya tingkat employee engagement juga dapat dikaitkan dengan 
keberhasilan strategi retensi karyawan dalam merekrut, mengembangkan dan 
mempertahankan talenta-talenta terbaik di Bank Muamalat. Berbagai inisiatif terkait 
yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi 
perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja 
maupun pengembangan jenjang karir karyawan. 
Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan 
tetap yang berumur tidak lebih dari 56 tahun. Iuran yang ditanggung Bank diakui 
sebagai beban pada periode berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan sebagai 




Bank juga memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan 
sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.  Perhitungan imbalan 
pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan atau 
kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini 
kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa 
kerja yang diperakirakan dari para pekerja dalam program. Biaya jasa lalu 
dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan 
sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-
rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah karyawan yang berhak 
memperoleh manfaat tersebut sebanyak 3.430 dan 1.242 karyawan masing-masing 
untuk tahun 2011 dan 2010.  
 
5.1.1.3. Distribusi Laba untuk Pemerintah 
Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. 
Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain 
zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban 
kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah 
hartanya dan bebaslah kewajibannya. 
Di sisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di 
atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 
mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak 
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dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah 
juga suatu kewajiban. 
Di Indonesia, pemerintah mewajibakan setiap perusahaan untuk membayar 
pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah dalam hal ini adalah pajak 
penghasilan (PPH). Menurut Kholis (2010), PPH adalah: 
“Pajak yang dikenakan kepada badan atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah 
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian 
maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, 
dan lain sebagainya.” 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai salah satu bank yang beroperasi di 
Indonesia tentulah harus patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh 
pemerintah Indonesia sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 
yang berbunyi: 
 ِم ِرَْمْلْا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعيَِطأَو َ َّاللّ اوُعيَِطأ اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي ْمُكن   ۖ
 ِمَْويْلاَو ِ َّلِلِّاب َنُونِمُْؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُس َّرلاَو ِ َّاللّ َىِلإ ُهو ُّدَُرف ٍءْيَش ِيف ُْمتْعَزَاَنت ِنَإف
 ِرِخْلْا   ۖ َذٰ﴿ ًلَيِْوَأت ُنَسَْحأَو ٌرْيَخ َِكل٢٥﴾  
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 




Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan pembayaran pajak penghasilan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/Pmk.03/2011 
Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. setiap tahunnya selalu patuh terhadap 
pembayaran pajak. Perolehan laba yang meningkat tiap tahun, membuat pembayaran 
pajak Bank Muamalat tiap tahunnya juga meningkat. Pada tahun 2011, Bank 
Muamalat membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp 371,7 miliar, atau 
naik 60,84% dibandingkan laba sebelum pajak tahun 2010 yang sebesar Rp 231,1 
miliar. Seiring dengan peningkatan laba operasional, jumlah pajak penghasilan yang 
harus dibayarkan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 98,0 miliar pada 
tahun 2011, dibandingkan Rp 60,1 miliar di tahun 2010, atau naik 60,06%. Hal ini 
dapat berarti bahwa kenaikan laba sebelum pajak tidak sebanding dengan kenaikan 
pajak. 
 
5.1.1.4. Distribusi Laba untuk Zakat 
Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad 
para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. 
Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang 
dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. 
Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat 
adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib 
zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya  
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Konsep entitas ini juga diatur dalam hukum Islam, dalam firman Allah SWT terdapat 
pada Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: 
 ْمِهَْيلَع ِّلَصَو َاِهب مِهي ِّكَُزتَو ُْمهُرَِّهُطت ًَةقَدَص ْمِِهلاَوَْمأ ْنِم ْذُخ   ۖ ََكتَلََص َِّنإ
 ُْمهَّل ٌنَكَس   ۖ﴿ ٌمِيلَع ٌعيِمَس ُ َّاللَّو٣٠١ ﴾ 
 
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. 9: 103) 
Juga dalam surat Al-An’am ayat 141 Allah SWT berfirman: 
 ۞ َعْر َّزلاَو َلْخَّنلاَو ٍتاَشوُرْعَم َرْيَغَو ٍتاَشوُرْع َّم ٍتاَّنَج َأَشَنأ يِذَّلا َُوهَو
 َنا َّم ُّرلاَو َنُوتْي َّزلاَو ُُهلُُكأ ًاِفَلتْخُم ٍِهباََشتُم َرْيَغَو ًاِهباََشتُم   ۖ اَِذإ ِهِرََمث نِم اُولُك
 ِهِداَصَح َمَْوي ُهَّقَح اُوتآَو َرَمَْثأ   ۖاُوفِرُْست َلََو   ۖ﴿ َنِيفِرْسُمْلا ُّبُِحي َلَ ُهَِّنإ٣٤٣﴾  
 
 Artinya: “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
dikeluarkan zakatnya); janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. 6:141) 
 
Semua landasan hukum Islam di atas berisi perintah untuk menunaikan zakat 
perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk 
mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan diatur pelaksanaannya 
dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010.  
Landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara 
mutlak dijadikan patokan kepatuhan para muzakki untuk mengeluarkan zakat yang 
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menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sangsi “nyata” 
bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan 
keberadaan landasan yuridis seperti disebutkan di atas. Ditambah lagi, pada 
umumnya para pemilik (pemegang saham/investor) perusahaan-perusahaan yang 
sudah besar (go public) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang 
menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya 
patokan kepatuhan para muzakki dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang 
lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat. 
Mengenai nizab dan persentase zakat, Mufraini (2006:124) menyatakan 
bahwa nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya 
adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menghitung zakat perusahaan sebesar 
2.5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang 
berlaku. Untuk laba tahun 2009, Bank Muamalat mengeluarkan zakat sebesar Rp 
1.293.799.000, melebihi aturan yang ditetepkan sebesar 2.5% dari laba berseih yang 
seharusnya sebesar Rp 1.254.807.775,-. Sedangkan untuk laba tahun 2010, Bank 
Muamalat mengeluarkan zakat sebesar Rp 4.406.260.000, melebihi aturan yang 
ditetapkan sebesar 2.5% dari laba bersih sebesar Rp 4.273.468.400,-. 
Bank Muamalat juga membentuk unit pengelolaan dana ZIS dan sosial 
kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal Muamalat (BMM) pada tahun 1994. 
Unit ini awalnya didirikan atas dasar tanggungjawab Bank Muamalat terhadap 
pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai 
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lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama RI. Kemudian sesuai tuntutatn 
masyarakat akan lembaga amil zakat yang inependen dan profesional dan UU No. 38 
tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Baitulmaal Muamalat 
resmi didirikan yaitu Yayasan Baitulmaal Muamalat. 
Pada tahun 2011, Bank Muamalat telah menyalurkan dana zakat Perseroan 
sebesar 2,5% dari Laba Tahunan Perseroan kepada BMM, termasuk dana zakat 
karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito, serta infaq dan sedekah 
karyawan dan nasabah yang diterima oleh Bank Muamalat. Akan tetapi zakat para 
pemegang saham tidak disajikan secara rinci dalam laporan zakat bank Muamalat. 
Padahal yang menjadi kewajiban zakat umat muslim adalah zakat perorangannya. 
Seluruh dana yang diterima BMM telah disalurkan kepada masyarakat melalui 
program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. 
Program-program yang dibentuk oleh BMM difokuskan kepada 3 bagian yaitu: 
a. Pengembangan Komunitas; 
b. Sosialisasi Islam; 









5.1.1.5. Distribusi Laba untuk Dana Cadangan Umum 
Menurut kamus online Bank Indonesia, cadangan umum adalah: 
“Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih 
setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham 
atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap 
bank (general reserve)” 
 
Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi 
terhadap modal bank. Bank perlu memupuk cadangan umum untuk memperbesar 
jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Cadangan 
umum juga berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia 
mengatur tentang besar cadangan umum bank pada Peraturan Bank Indonesia  
Nomor: 10/15/Pbi/2008  Tentang  Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 
Umum   
PT. Bank Indonesia menyisihkan sebagian laba bersih tahun 2009  sebesar Rp 
4.889.850.000 ke akun cadangan umum. Dan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2011 dilakukan penyisihan 
sebagian laba bersih tahun 2010  sebesar Rp 103.212.410.000,- ke akun cadangan 
umum tahun 2010. Untuk laba tahun 2011, akan diputuskan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham yang dilaksankan pada tahun 2012 dan akan dilaporkan pada 




5.1.2. Keadilan dalam Pendistribusian Laba 
Menurut Wiroso (2010, 27), prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu 
hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan 
usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, 
Maysir (unsur judi), Gharar (unsur ketidakjelasan), dan Haram. 
Bank Muamalat sebagai bank murni syariah tidak menganut sistem bunga yang 
menjadi unsur riba dalam perbankan. Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil 
sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah. Besarnya bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian 
akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini akan dinilai lebih adil 
dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok uang yang di 
simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang mengelola dana. 
Pendistribusian laba dalam Bank Muamalat juga menghindari unsur kezaliman 
yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para 
karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan 
peningkat laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatiakan dengan 
memberikan pelatihaan untuk meningkatkan skill para karyawan. Di bidang 
lingkungan sekitar, Bank Muamalat menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan 
nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana 
cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsung perusahaan. 
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Dalam hal Gharar, Bank Muamalat bersikap terbuka kepada para stakeholder-
nya. Sebelum menandatangi akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank 
dan para nasabah. Hi-1000 sebagai dasar penentuan bagi hasil tiap bulannya di 
umumkan agar nasabah dapat menghitung sendiri berapa besar keuntungan yang akan 
diperoleh. Bank Muamalat menerbitkan Annual Report tiap tahunnya yang berisikan 
tentang laporan kinerja Bank Muamalat baik keuangan maupun non keuangan. 
Sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para 
pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi 




















Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah 
dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa: 
1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja 
sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, 
diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya 
perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil 
pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder. 
Hal ini juga disadari oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan 
mendistribusikan labanya kepada: 
a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah. 
Pemilik saham diberikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang 
mereka punya. Dan nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan 
nisbah yang telah disepakati bersama. Akan tetapi jika dibandingkan 
keuntungan yang diperoleh antara nasabah deposito dengan pemegang 
saham, keuntungan pemegang saham masih lebih besar. Padahal dana 




pemegang saham memiliki hak-hak yang lebih dibanding nasabah 
deposito, seperti hak suara. 
b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat tiap 
tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank Muamalat yang 
juga terus meningkat. 
c. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam juga dikeluarkan oleh 
Bank Muamalat dan dikelola untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 
sosial untuk fakir miskin. Zakat yang dilaporkan adalah zakat 
perusahaan, nasabah, dan karyawan. Sedangkan zakat para pemegang 
saham tidak dilaporkan. 
d.  Pajak sebagai kewajiban Bank Muamalat kepada negara. 
e. Cadangan umum sebagai syarat dari Bank Indonesia yang juga untuk 
menjaga kelangsungan perusahaan. 
2. Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja.  Laba yang 
ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan 
di dalamnya. Bank Muamalat tidak hanya memenuhi kebutuhan material 
karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga 
memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materil. Misalnya para karyawan 
diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka. Para nasabah diberikan 
pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang 
dapat memudahkan nasabah seperti atm, international banking dll. Para 
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pemegang saham diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan 
tiap tahunnya. 
3. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, Maysir, 
Gharar, dan haram telah diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam 
aktivitas usahanya. 
6.2.Saran 
Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam 
Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka peneliti menyarankan 
kepada Bank Muamalat untuk mempertimbangkan kembali jumlah laba yang 
diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang saham. Atau 
memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Sehingga keadilan lebih daat 
diterpkan. 
Bank Muamalat juga hendaknya memberikan laporan zakat untuk para 
pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat pribadi, 
bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih diaplikasikan. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat 
keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana 
pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih sangat minim. 
Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu 
penghambat dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
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memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara 
objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam perbankan 
syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba 
dalam perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat 
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PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL OPERATING REVENUES AND EXPENSES
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA REVENUE FROM FUND MANAGEMENT
OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB 31 AS MUDHARIB
Pendapatan dari bagi hasil 782.430.591 716.734.981 Revenue sharing
Pendapatan dari penjualan 690.573.180 651.699.025 Revenue from sales
Pendapatan dari ijarah - bersih 50.175.539 59.863.318 Revenue from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya 84.961.819 88.848.613 Other operating revenue
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Total Revenue from Fund Management
oleh Bank sebagai Mudharib 1.608.141.129 1.517.145.937 as Mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN
DANA SYIRKAH TEMPORER (764.601.115) 32 (821.541.744) OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK 843.540.014 695.604.193 BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - 
BERSIH 279.698.131 33 231.150.228 OTHER OPERATING REVENUE - NET
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN PROVISION FOR LOSSES
Aset produktif (90.054.273) 36 (72.980.622) Earning assets
Aset non produktif (6.252.110) (35.924.729) Non earning assets
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan (96.306.383) (108.905.351) Total Provision for Losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA OTHER OPERATING EXPENSES
Beban kepegawaian (253.302.852) 34 (201.067.362) Employee
Beban umum dan administrasi (482.611.131) 35 (464.773.048) General and administrative
Pemulihan (beban) estimasi kerugian Recovery (provision) for losses on 
komitmen dan kontinjensi 364.914 24 (432.355) commitments and contingencies
Beban bonus giro wadiah (11.222.580) (20.326.279) Bonus on wadiah demand deposits
Beban lain-lain (41.881.482) 37 (52.542.457) Miscellaneous
Jumlah Beban Operasional (788.653.131) (739.141.501) Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL 238.278.631 78.707.569 INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON
OPERASIONAL NON-OPERATING REVENUE (EXPENSE)
Pendapatan non operasional 10.771.536 38 5.316.661 Non-operating revenue
Beban non operasional (17.973.460) 39 (19.263.253) Non-operating expense
Beban Non Operasional - Bersih (7.201.924) (13.946.592) Non-Operating Expense - Net
LABA SEBELUM PAJAK 231.076.707 64.760.977 INCOME BEFORE TAX 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK 40 TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini (74.584.997) (22.470.329) Current tax
Pajak tangguhan 14.447.026 7.901.663 Deferred tax
Beban pajak - bersih (60.137.971) (14.568.666) Tax expense - net
LABA BERSIH 170.938.736 50.192.311 NET INCOME
LABA PER SAHAM DASAR 122,10 61,19 BASIC EARNINGS PER SHARE
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
See accompanying notes to consolidated financial
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Ikhtisar perubahan estimasi kerugian atas komitmen 
dan kontinjensi adalah sebagai berikut: 
The changes in estimated losses on commitments 
and contingencies are as follows: 
   
Mata uang Mata uang
asing/ asing/
Foreign Jumlah/ Foreign Jumlah/
Rupiah currencies Total Rupiah currencies Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Balance at beginning
Saldo awal tahun 2.525.778          2.969.186 5.494.964 1.641.646          3.579.814 5.221.460 of year 
Penyisihan Provision (reversal of
(pemulihan) provision) during
tahun berjalan 78.919               (351.208)           (272.289) 884.132             (451.777)           432.355 the year
Selisih kurs Exchange rate 
penjabaran - (92.625)             (92.625)             - (158.851)           (158.851)           difference
Balance at 
Saldo akhir tahun 2.604.697 2.525.353 5.130.050 2.525.778 2.969.186 5.494.964 end of year 
2010 2009
 
Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian 
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kewajiban 
komitmen dan kontinjensi. 
 Management believes that the above estimates are 
adequate to cover possible losses on commitments 
and contingencies. 
   
   
25. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA  25. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS 
  
Program Pensiun Iuran Pasti Defined Contribution Pension Plan 
  
Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti 
untuk karyawan tetap yang memiliki masa kerja 
minimum 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi 
karyawan tetap dan berusia di bawah 56 tahun. 
Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Kontribusi 
pensiun minimal sebesar Rp 20 per bulan dan maksimal 
sebesar 10% sampai dengan 20% dari Penghasilan 
Dasar Pensiun (PhDP) yang diterima setiap bulan. Bank 
memberikan subsidi sebesar Rp 5 sampai dengan 
Rp 20 kepada karyawan berdasarkan golongan atau 
pangkat karyawan. Iuran dana pensiun yang disetor 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2010 dan 2009 adalah sebesar Rp  3.692.568 dan 
Rp 3.965.448. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 
2009 jumlah akumulasi dana pensiun yang merupakan 
kontribusi Bank adalah sebesar Rp 7.385.137 dan 
Rp 6.631.602. 
The Bank established a defined contribution 
pension plan covering all of its permanent 
employees under 56 years of age with working 
period of at least 1 (one) year. The pension plan is 
managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan 
(DPLK) Muamalat. Employees' monthly contribution 
ranges from a minimum of Rp 20 to a maximum of 
10% to 20% of the employees' basic pension base 
salary (PhDP) per month. Any remaining amount 
required to fund the program is contributed by the 
Bank but it is limited to Rp 5 to Rp 20 per employee 
depending on the employee's status. The Bank's 
contributions to the pension plan for the years 
ended December 31, 2010 and 2009 amounted to 
Rp 3,692,568 and Rp 3,965,448, respectively. As 
of December 31, 2010 and 2009 the total 
accumulated contributions to the pension fund 
amounted to Rp 7.385.137 and Rp 6,631,602, 
respectively. 
  
Seluruh karyawan tetap Bank adalah peserta Program 
Pensiun Iuran Pasti. 
All permanent employees of the Bank are members 
of the defined constribution pension program. 
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Imbalan Pasca Kerja  Post-employment Benefit 
  
Bank menyelenggarakan imbalan pasca kerja imbalan 
pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang 
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang 
berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 1.242 
dan 670 karyawan masing-masing untuk tahun 2010 
dan 2009. 
The Bank established defined post-employment 
benefits for its employees is accordance with Labor 
Law No. 13/2003. The number of employees entitled 
to the benefits is 1,242 in 2010 and 670 in 2009. 
  
Perhitungan beban manfaat karyawan yang diakui di 
laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 
The calculation of employee service entitlements 




Biaya jasa kini 3.986.236 1.644.284 Current service cost
Beban bunga 2.020.658 1.967.810 Interest expenses
Kerugian aktuaria yang diakui 1.615.692 239.976 Recognized actuarial loss
Biaya jasa lalu yang belum diakui 159.925 159.926 Unrecognized past service cost
Jumlah beban manfaat karyawan 7.782.511 4.011.996 Total employee service entitlements
 
 
Estimasi kewajiban imbalan kerja yang diakui di neraca 
adalah sebagai berikut: 
The estimated employee benefit obligation reported 




Saldo awal tahun 14.772.846 13.804.264 Balance at beginning of year
Beban manfaat karyawan 7.782.511 4.011.996 Employee service entitlement
Pembayaran manfaat pesangon
karyawan (260.604) (3.043.414) Payments of employee benefits
Saldo akhir tahun 22.294.753 14.772.846 Balance at end of year
 
 
Perubahan estimasi kewajiban imbalan kerja yang 
diakui di neraca adalah sebagai berikut: 
The movements of estimated employee benefit 





Nilai tunai kewajiban manfaat Present value of employee
karyawan 47.225.950 20.336.887 benefit obligation
Biaya jasa lalu yang belum diakui (799.627) (959.553) Unrecognized past service cost
Kerugian aktuaria yang belum diakui (24.131.570) (4.604.488) Unrecognized actuarial loss
Kewajiban imbalan kerja 22.294.753 14.772.846 Employee benefits obligation
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Perhitungan aktuaria dilakukan oleh PT Lastika Dipa 
dan PT Konsultan Aktuaria Mizan, aktuaris independen, 
masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 
2010 dan 2009. Perhitungan aktuaris tersebut 
menggunakan projected unit credit method dengan 
asumsi-asumsi sebagai berikut: 
The provisions for the years ended December 31, 
2010 and 2009 were determined based on actuarial 
calculations prepared by PT Lastika Dipa and 
PT Konsultan Aktuaria Mizan, independent 
actuaries. The actuary calculations were made 
using the projected unit-credit method and based 
on the following assumptions: 
 
2010 2009
Tingkat bunga diskonto per tahun 10% 10% Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun 7% 7% Future salary increase per annum
Usia pensiun 55 tahun/ years 55 tahun/ years Normal pension age





26. KEWAJIBAN LAIN-LAIN  26. OTHER LIABILITIES 
   
2010 2009
Rp Rp
Biaya yang masih harus dibayar 36.268.037 15.744.651 Accrued expenses
Setoran jaminan 25.804.824 17.813.556 Guarantee deposits
Hutang dividen 20.614.135 21.509.705 Dividends payable
Lainnya 2.256.471 - Other
Jumlah 84.943.467 55.067.912 Total
 
Hutang dividen merupakan dividen tahun-tahun 
sebelumnya yang belum diambil oleh pemegang saham 
Bank. 
 Dividends payable represent dividend from previous 
years which have not been claimed by the 
stockholders. 
   
   
27. DANA SYIRKAH TEMPORER   27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS  
   
(i) Tabungan Mudharabah  (i) Mudharabah Saving Deposits 
   
Berdasarkan jenis produk  Based on type: 
   
2010 2009
Rp Rp
Bukan bank: Non banks
Tabungan Ummat 2.696.904.109 2.188.976.366 Ummat savings
Tabungan Shar-E 1.951.223.493 1.962.677.828 Shar-E savings
Tabungan Arafah 178.831.893 171.046.141 Arafah savings
Tabungan Ummat Junior 107.985.224 110.141.531 Ummat Junior savings
Tabungan Ukhuwah 1.995.366 2.490.927 Ukhuwah savings
Jumlah 4.936.940.085 4.435.332.793 Total
Bank Bank
Tabungan Ummat 70.607.108 48.903.124 Ummat savings
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Bertindak sebagai wali amanat Sukuk Mudharabah 
Subordinasi ini adalah PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk acts 




28. MODAL SAHAM  28. CAPITAL STOCK 
   
Komposisi pemegang saham pada tanggal 
31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 
 The stockholders as of December 31, 2010 and 
2009 are as follows: 
   
Persentase Jumlah modal
kepemilikan/ disetor/
Jumlah saham/ Percentage of Total paid-up
Number of shares ownership capital
% Rp
Saham Seri A A Series Shares
Nilai nominal Rp 1.000 Nominal Rp 1,000
(dalam Rupiah penuh)     (full amount in Rupiah)
KOPKAPINDO 25.000.000 1,79 25.000.000 KOPKAPINDO
Badan Pengelola Dana Badan Pengelola Dana
ONHI 19.990.000 1,43 19.990.000     ONHI
Lain-lain (masing-masing
kepemilikan dibawah Others (each below
5.000.000 saham) 61.136.382 4,37 61.136.382     5,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri A 106.126.382 7,59 106.126.382 Total A Series Shares
Saham Seri B B Series Shares
Nilai nominal Rp 1.000 Nominal Rp 1,000
(dalam Rupiah penuh) (full amount in Rupiah)
Islamic Development Bank 26.491.619 1,89 26.491.619 Islamic Development Bank
Masyarakat (masing-masing
kepemilikan dibawah Public (each below
5.000.000 saham) 32.711.834 2,34 32.711.834     5,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri B 59.203.453 4,23 59.203.453 Total B Series Shares
Saham Seri C C Series Shares
Nilai nominal Rp 500 Nominal Rp 500
(dalam Rupiah penuh)     (full amount in Rupiah)
Islamic Development Bank 433.000.613 30,93 216.500.307 Islamic Development Bank
Boubyan Bank Kuwait 349.100.562 24,94 174.550.281 Boubyan Bank Kuwait
Atwill Holding Limited 251.352.406 17,95 125.676.203 Atwill Holding Limited
H. Abdul Rohim 55.000.000 3,93 27.500.000 H. Abdul Rohim
Ir. M. Rizal Ismael 45.000.000 3,21 22.500.000 Ir. M. Rizal Ismael
IDF Foundation 48.874.078 3,49 24.437.039 IDF Foundation
BMF Holdings Limited 48.874.078 3,49 24.437.039 BMF Holdings Limited
Masyarakat (masing-masing
kepemilikan dibawah Public (each below
1.000.000 saham) 3.472.980 0,24 1.736.490     1,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri C 1.234.674.717 88,18 617.337.359 Total C Series Shares
Jumlah 1.400.004.552 100,00 782.667.194 Total
2010
Name of stockholdersNama pemegang saham
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Jumlah saham/ Percentage of Total paid-up
Number of shares ownership capital
% Rp
Saham Seri A A Series Shares
Nilai nominal Rp 1.000 Nominal Rp 1,000
(dalam Rupiah penuh)     (full amount in Rupiah)
KOPKAPINDO 25.000.000 3,05 25.000.000 KOPKAPINDO
Badan Pengelola Dana Badan Pengelola Dana
ONHI 19.990.000 2,44 19.990.000     ONHI
Dana Pensiun Pertamina 4.000.000 0,49 4.000.000 Dana Pensiun Pertamina
Iskandar Zulkarnaen 4.000.000 0,49 4.000.000 Iskandar Zulkarnaen
Lain-lain (masing-masing
kepemilikan dibawah Others (each below
4.000.000 saham) 53.136.382 6,47 53.136.382     4,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri A 106.126.382 12,94 106.126.382 Total A Series Shares
Saham Seri B B Series Shares
Nilai nominal Rp 1.000 Nominal Rp 1,000
(dalam Rupiah penuh) (full amount in Rupiah)
Islamic Development Bank 26.491.619 3,23 26.491.619 Islamic Development Bank
Masyarakat (masing-masing
kepemilikan dibawah Public (each below
5.000.000 saham) 32.711.834 3,99 32.711.834     5,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri B 59.203.453 7,22 59.203.453 Total B Series Shares
Saham Seri C C Series Shares
Nilai nominal Rp 500 Nominal Rp 500
(dalam Rupiah penuh)     (full amount in Rupiah)
Islamic Development Bank 203.254.496 24,78 101.627.248 Islamic Development Bank
Boubyan Bank Kuwait 174.550.280 21,28 87.275.140 Boubyan Bank Kuwait
Atwill Holding Limited 125.676.202 15,32 62.838.101 Atwill Holding Limited
H. Abdul Rohim 55.000.000 6,70 27.500.000 H. Abdul Rohim
Ir. M. Rizal Ismael 45.000.000 5,49 22.500.000 Ir. M. Rizal Ismael
IDF Foundation 24.437.040 2,98 12.218.520 IDF Foundation
BMF Holdings Limited 24.437.040 2,98 12.218.520 BMF Holdings Limited
Masyarakat (masing-masing
kepemilikan dibawah Public (each below
1.000.000 saham) 2.566.856 0,31 1.283.428     1,000,000 shares)
Jumlah Saham Seri C 654.921.914 79,84 327.460.957 Total C Series Shares
Jumlah 820.251.749 100,00 492.790.792 Total
2009
Name of stockholdersNama pemegang saham
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Saham Bank terdiri dari saham Seri A, B dan C dengan 
hak suara dan hak dividen yang sama. Saham seri A 
adalah saham pendiri yang hanya dapat dimiliki atau 
dipindahkan haknya kepada warga negara Indonesia 
yang beragama Islam atau badan hukum yang 
berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut 
perundang-undangan Indonesia dan para pengurusnya 
mayoritas mutlak adalah warga negara Indonesia yang 
beragama Islam. Saham Seri B dan C adalah saham 
biasa yang dikeluarkan kemudian yang dapat dimiliki 
baik oleh warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing yang beragama Islam atau badan hukum 
Indonesia maupun badan hukum asing yang para 
anggotanya atau pemegang sahamnya serta para 
pengurusnya mayoritas mutlak beragama Islam. 
 The Bank's shares consist of A, B and C Series 
shares, which have the same voting and dividend 
rights A Series shares are founder shares which 
can only be owned or transferred to Muslim 
Indonesian citizens, or a corporation established 
under Indonesian laws and regulations, wherein the 
members of management should all be Muslim 
Indonesian citizens. B and C Series shares can be 
owned by Muslims, either Indonesian or foreign 
Moslem citizens or an Indonesian or foreign 
corporation which has a majority of Muslim 
members, stockholders and/or management. 
  
Pengurus yang memiliki saham Bank pada tanggal 
31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 
??????? ??? ?????s managements that owns Bank 





dan disetor penuh/ Persentase
Number of shares kepemilikan/ Jumlah/
issued and fully Percentage of Capital
paid ownership stock
% Rp
Saham Seri B B Series Shares
Nilai nominal Rp 1.000 Nominal Rp 1,000
(dalam Rupiah penuh)     (full amount in Rupiah)
Ir. H. Arviyan Arifin 100 0,00 100 Ir. H. Arviyan Arifin
Ir. Hj. Luluk Mahfudah 2.909 0,00 2.909 Ir. Hj. Luluk Mahfudah
Ir. Andi Buchari, M.M. 2.937 0,00 2.937 Ir. Andi Buchari, M.M.
2010 / 2009 
 
29. TAMBAHAN MODAL DISETOR  29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL 
   
2010 2009
Rp Rp
Jumlah yang diterima dari: Proceeds from the issuance of:
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010 383.216.603 - Limited Public Offering IV, 2010
Penawaran Umum Terbatas III, 2005 133.858.215 133.858.215 Limited Public Offering III, 2005
Penawaran Umum Terbatas II, 2002 662.290 662.290 Limited Public Offering II, 2002
Penawaran Umum Perdana 1993 143.553 143.553 Initial Public Offering 1993
Biaya emisi saham yang berasal dari: Share issuance cost from:
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010 (1.983.700) - Limited Public Offering IV, 2010
Penawaran Umum Terbatas III, 2005 (493.727) (493.727) Limited Public Offering III, 2005
Penawaran Umum Terbatas II, 2002 (1.672.073) (1.672.073) Limited Public Offering II, 2002
Tambahan modal disetor 513.731.161 132.498.258 Additional paid-in capital
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30. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM  30. CASH DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE 
   
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2010, para 
pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan:  
Based on the Minutes of the S?????????????Annual 
General Meeting which was held on June 28, 2010, 
the stockholders approved  
  
a. Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2009 
sebesar Rp 1.293.799 sebagai pembayaran zakat 
BMI tahun buku 2009; 
a. The appropriation of Rp 1,293,799 from 2009 
???? ??????? ??? ?????? ?????? payment year 
2009; 
  
b. Penyisihan sebagian laba bersih sebesar 
Rp 4.889.850 sebagai Bonus Karyawan tahun 
2009. 
b. The appropriation of Rp 4,889,850 from 2009 
net income as Bonus for Employee year 2009. 
  
c. Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2009 
sebesar Rp 4.889.850 ke akun cadangan umum; 
c. The appropriation of Rp 4,889,850 from 2009 
net income as general reserve; 
  
d. Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2009 
sebesar Rp 1.222.463 sebagai Titipan Dana Sosial 
tahun 2009; 
d. The appropriation of Rp 1,222,463 from 2009 
net income as Social Charity Fund year 2009; 
  
e. Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2009 
sebesar Rp 37.896.347 ke dalam pos laba ditahan 
yang akan diakumulasikan dengan dividen tahun 
buku 2010. 
e. The appropriation of Rp 37,896,347 from 2009 
net income as retained earnings which will be 
accumulated with 2010 dividend. 
  
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang 
diselenggarakan pada tanggal 23 April 2009, para 
pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan: 
 Based on the Minutes of the Stockholders Annual 
General Meeting held on April 23, 2009, the 
stockholders approved: 
   
a. Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2008 
sebesar Rp 113.965.988 ke akun cadangan umum; 
 a. The appropriation of Rp 113,965,988 from, the 
2008 net income as general reserve; 
   
b. Membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun 
2008 sebesar Rp 93.244.898 atau Rp 113,68 
(dalam Rupiah penuh) per saham. 
 b. The declaration of cash dividend from the 2008 
net income amounting to Rp 93,244,898 or 
Rp 113.68 (full amount) per share. 
   
 
31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK 
SEBAGAI MUDHARIB 
 31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS 
MUDHARIB 




Pendapatan bagi hasil Revenue sharing
Musyarakah 533.755.409 444.552.901 Musyarakah
Mudharabah 200.580.137 247.934.020 Mudharabah
734.335.546 692.486.921
Pendapatan dari penjualan Revenue from sales
Murabahah 674.477.659      637.702.667      Murabahah
Istishna 1.263.647 2.589.881 Istishna
675.741.306      640.292.548      
Pendapatan Ijarah - Bersih 46.644.483 58.953.586 Revenue from Ijarah - Net
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Pendapatan usaha utama lainnya Other main operating revenue
Pendapatan bonus Sertifikat Bonus from Bank Indonesia
Bank Indonesia Syariah 49.713.818 78.293.119 Sharia Certificate
Pendapatan bagi hasil surat Revenue sharing from
berharga 32.995.704 8.302.385 securities
Pendapatan bagi hasil penempatan Revenue sharing from
pada bank lain 2.252.297 2.253.109 placement with other banks
84.961.819 88.848.613
Mata uang asing Foreign currencies
Pendapatan bagi hasil Revenue sharing
Musyarakah 46.921.890 19.397.806 Musyarakah
Mudharabah 1.173.155 4.850.254 Mudharabah
48.095.045 24.248.060
Pendapatan dari penjualan Revenue from sales
Murabahah 14.831.874 11.406.477 Murabahah
Pendapatan Ijarah - Bersih 3.531.056 909.732 Revenue from Ijarah - Net
Jumlah 1.608.141.129 1.517.145.937 Total
 
Pendapatan Murabahah termasuk pendapatan akrual 
sebesar Rp 43.413.194 dan Rp 39.652.140 
masing-masing untuk tahun 2010 dan 2009 (Catatan 9). 
 Included under Murabahah revenue are accrual 
income amounting to Rp 43,413,194 and 
Rp 39,652,140 in 2010 and 2009, respectively 
(Note 9). 
   
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank 
sebagai mudharib dari pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa untuk tahun 2010 dan 2009 masing-
masing sebesar Rp 1.051.396 dan Rp 3.371.388 
(Catatan 41). 
 In 2010 and 2009, the revenue from fund manager 
as mudharib from related parties amounted to 
Rp 1,051,396 and Rp 3,371,388, respectively 
(Note 41). 
   
   
32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA 
SYIRKAH TEMPORER 
 32. THIRD PARTIES SHARE ON RETURN OF 
TEMPORARY SYIRKAH FUNDS 
   
Akun ini merupakan distribusi bonus, marjin dan bagi 
hasil untuk nasabah: 
This account represents distribution of bonus, 




Deposito Mudharabah 605.782.471 659.184.851 Mudharabah time deposits
Tabungan Mudharabah 110.646.093 114.974.099 Mudharabah saving deposits
Sukuk Mudharabah Subordinasi 48.172.551 47.382.794 Subordinated Mudharabah Sharia Bond
Jumlah 764.601.115 821.541.744 Total
 
Jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah 
temporer dari pihak hubungan istimewa untuk tahun 
2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 6.853.362 
dan Rp 2.881.336 (Catatan 41). 
 The third parties share on return of temporary 
syirkah funds to related parties amounted to 
Rp 6,853,362 and Rp 2,881,336 in 2010 and 2009, 
respectively (Note 41). 
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33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA ? BERSIH  33. OTHER OPERATING REVENUE ? NET 
   
2010 2009
Rp Rp
Jasa administrasi 172.475.925 89.804.942 Administration fees
Jasa transaksi ATM 74.116.956 92.344.001 ATM transaction income
Layanan 9.527.242 7.089.051 Service fee
Transaksi valuta asing 9.028.998 14.019.069 Foreign exchange transactions
Fee sistem online-payment point 6.670.572 15.588.150 System online-payment point fee
Fee perdana Shar-E 4.150.287 8.305.560 Shar-E prime fee
Jasa transaksi L/C 3.466.757 3.999.455 L/C transaction income 
Lainnya 261.394 - Others
Jumlah 279.698.131 231.150.228 Total
 
   




Gaji, upah, tunjangan dan Salaries and benefits for
kesejahteraan karyawan tetap 214.643.106 136.388.423 permanent employee
Salaries and compensation for
Gaji dan kompensasi manajemen 29.372.339 48.834.011 management
Pendidikan dan pelatihan 7.238.670 12.886.212 Education and training
Beban penelitian dan pengembangan 2.048.737 2.958.716 Research and development
Jumlah 253.302.852 201.067.362 Total
 
 
Rincian gaji dan bonus atas kelompok direksi, dewan 
komisaris, komite audit dan pejabat eksekutif adalah 
sebagai berikut: 
 The details of salaries and bonuses of the board of 
commissioners, board of directors, audit committee 




Number of Gaji/ Tunjangan/ Bonus/ Jumlah/
employees Salaries Allowances Bonuses Total
Rp Rp Rp Rp
Dewan Komisaris/ Boards of Commisioners /
   Komite Audit 7 5.835.242 468.602 462.789 6.766.633            Audit Committee
Direksi 6 7.213.500 6.245.731 1.020.750 14.479.981      Directors
Dewan Pengawas Shariah Supervisory 
   Syariah 3 506.880 83.198 63.360 653.438               Board
Pejabat eksekutif 90 13.012.258 7.792.409 1.361.605 22.166.272      Executive Officers
Jumlah 106 26.567.880        14.589.940     2.908.504         44.066.324      Total
2010
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Number of Gaji/ Tunjangan/ Bonus/ Jumlah/
employees Salaries Allowances Bonuses Total
Rp Rp Rp Rp
Dewan Komisaris/ Boards of Commisioners /
   Komite Audit 6 4.985.468 4.133.872 2.306.112 11.425.452          Audit Committee
Direksi 5 6.166.785 25.731.104 7.496.817 39.394.706      Directors
Dewan Pengawas Shariah Supervisory 
   Syariah 3 577.280 390.000 184.722 1.152.002            Board
Pejabat eksekutif 181 16.852.196 24.323.143 5.249.468 46.424.807      Executive Officers




Pada tahun 2009, gaji dan kompensasi lain yang 
dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, 
Komite Audit dan Pejabat Eksekutif termasuk 
didalamnya pembayaran atas tunjangan penghargaan 
masa kerja sebelumnya yang dibayarkan pada akhir 
masa bakti. 
 In 2009, salary and other benefits paid to the Board 
of Comissioners, Directors, Audit Committee and 
Executive Officer included compensation of 
employee retirement benefit of former directors 
which are paid at the end of service period. 
   
Pada tahun 2010 dan 2009, gaji dan bonus komite audit 
sudah termasuk dalam gaji dan bonus dewan komisaris 
dikarenakan merangkap sebagai anggota komisaris. 
 In 2010 and 2009, salaries and bonuses of the audit 
committee are included in salaries and bonuses of 
the board of commissioners because the also 
served as commissioner. 
   
 




Gaji, upah, tunjangan karyawan Salaries and benefits for
outsourcing 86.750.827 121.706.962 outsourced employees
Biaya ATM BMI - BCA -POS-Bersama 70.925.020 66.711.411 BMI-BCA-POS-Joint ATM expenses
Sewa 63.542.533 49.306.763 Rent
Beban kantor 44.019.819 36.261.347 Office expenses
Listrik, air dan telekomunikasi 51.921.056 45.402.355 Electricity, water and telecommunication
Promosi 42.865.037 44.878.339 Promotion
Depreciation of premises and
Penyusutan aset tetap (Catatan 16) 38.941.344 30.783.197 equipment (Note 16)
Asuransi penjaminan dana pihak Insurance for third parties fund
ketiga (Catatan 47) 26.202.437 28.627.142 guarantee (Note 47)
Perjalanan dinas 14.320.688 9.351.968 Business trip
Perbaikan dan pemeliharaan 10.468.428 6.706.450 Repairs and maintenance
Perlengkapan kantor 10.039.992 7.846.280 Office supplies
Transportasi 9.237.410 7.122.721 Transportation
Lainnya 13.376.540 10.068.113 Others
Jumlah 482.611.131 464.773.048 Total
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36. BEBAN PENYISIHAN (PEMULIHAN) PENGHAPUSAN 
ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF 
 36. PROVISION (REVERSAL OF PROVISION) FOR 
POSSIBLE LOSSES ON EARNING ASSETS  AND 




Aset Produktif Earning Assets 
Pembiayaan Musyarakah 32.373.844       58.604.708 Musyarakah financing
Piutang 33.278.766       (5.304.369) Receivables
Pembiayaan Mudharabah 17.806.120       18.372.189 Mudharabah financing
Pinjaman Qardh 8.564.786         1.081.720 Funds of Qardh
Tagihan akseptasi 1.335.604         145.253 Acceptances receivable
Efek-efek 200.000            - Securities 
Penempatan pada bank lain 85.810              (452.243) Placement with other banks
Investasi saham 18.137              38.067 Investment in shares of stock
Demand deposits with PT Pos
Giro pada PT Pos Indonesia (Persero) (287.216) (510.830) Indonesia (Persero)
Giro pada bank lain (3.321.578)        1.006.127 Demand deposits with other banks
Jumlah 90.054.273 72.980.622 Total
Aset Non Produktif Non-Earning Assets 
Agunan pembiayaan yang diambil
alih 6.252.110 35.924.729 Foreclosed assets 
 
 




Jasa konsultan 19.055.167        29.569.879        Consultant fees
Keperluan umum dan kegiatan kantor 12.311.091        13.614.717        General expenses for office activities
Iuran keanggotaan 3.789.570          3.271.590          Membership fees
Lain-lain 6.725.654          6.086.271          Miscellaneous
Jumlah 41.881.482 52.542.457 Total
 
 




Pendapatan dari penyaluran kepada Income from small business
usaha kecil 59.615               114.095 channeling
Keuntungan penjualan aset tetap
(Catatan 16) 124.469             24.833 Gain on sale of equipment (Note 16)
Lain-lain 10.587.452        5.177.733 Others
Jumlah 10.771.536 5.316.661 Total
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Sumbangan dan hadiah 7.266.105 8.256.150 Donation and gifts
Beban pajak 107.164 65.253 Tax expense
Zakat, infaq dan shadaqah 1.293.799          5.341.241 Zakat, infaq and shadaqah
Lainnya 9.306.392 5.600.609 Others
Jumlah 17.973.460 19.263.253 Total
 
 
40. PAJAK PENGHASILAN 40. INCOME TAX 
  





Pajak kini 74.584.997 22.434.773 Current tax
Pajak tangguhan (14.447.026) (7.901.663) Deferred tax
Jumlah 60.137.971 14.533.110 Jumlah
Anak perusahaan Subsidiary
Pajak kini - 35.556 Current tax
Jumlah 60.137.971 14.568.666 Total
 
Pajak Kini Current Tax 
  
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan 
laba rugi konsolidasi dengan laba kena pajak adalah 
sebagai berikut: 
Reconciliation between income before tax per 
consolidated statements of income and taxable 




Laba sebelum pajak menurut laporan Income before tax per consolidated
laba rugi konsolidasi 231.076.707 64.760.977 statement of income
Laba sebelum pajak anak perusahaan (1.658.053) (1.132.109) Income before tax of the subsidiary
Laba Bank sebelum pajak 229.418.654 63.628.868 Bank income before tax
Perbedaan temporer: Temporary differences:
Kesejahteraan karyawan setelah Provision for employee services
dikurangi pembayaran 7.521.909 968.581 entitlements net of payments
Penyusutan aset tetap 7.111.010 1.912.073 Depreciation of fixed assets
Imbalan kerja jangka panjang Long-term benefits to the Directors,
Direksi, Komisaris dan DPS Commissioners and DPS after
setelah dikurangi pembayaran 9.600.000 (34.429.379) deduction of payment
Penyisihan kerugian aset produktif Allowance for losses of earning
selain pembiayaan 3.918.145 37.744.177 assets exclude financing
Program cuti panjang 2.256.471 - Long-term leave program
Kelebihan bentuk penyisihan Over accrued on provision for 
penghapusan aset produktif 27.380.571 - possible losses on earning assets 
Jumlah perbedaan temporer 57.788.106 6.195.452 Total temporary differences
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Perbedaan yang tidak dapat Non deductible expenses (non
diperhitungkan menurut fiskal: taxable income):
Bagi hasil - kantor cabang Kuala Profit sharing - Kuala Lumpur
Lumpur - 6.824.138 branch
Kenikmatan karyawan dan direksi 5.954.106 3.935.247 Employees and directors benefits
Hadiah dan sumbangan 3.147.833 2.063.600 Donation
Pemeliharaan dan perbaikan 966.691 590.197 Maintenance and repairs
Pendapatan - kantor cabang
Kuala Lumpur - (1.011.381) Revenue - Kuala Lumpur branch
Bagian laba bersih perusahaan Equity in net income of an
asosiasi (1.813.683) (1.438.366) associate
Lain-lain 2.878.283 (663.568) Others
Jumlah perbedaan permanen 11.133.230 10.299.867 Total permanent differences
Laba kena pajak 298.339.990 80.124.187 Taxable income
 
 
Rincian beban dan hutang pajak kini adalah sebagai 
berikut: 
 Current tax expense and payable are computed as 
follows: 
   
2010 2009
Rp Rp
Beban pajak kini 74.584.997 22.434.773 Current tax expense 
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Less prepaid income tax 
Pajak Penghasilan Pasal 25 43.909.224 42.818.235 Income Tax Article 25
Hutang pajak kini (pajak lebih bayar) Current tax payable (tax over payment)
(Catatan 17 dan 23) 30.675.773        (20.383.462)       (Notes 17 and 23)
Anak perusahaan Subsidiary
Hutang pajak kini - 35.556               Current tax payable
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Pajak Tangguhan  Deferred Tax 
   
Rincian dari aset pajak tangguhan Bank adalah sebagai 
berikut: 
 ???? ???????? ??? ???? ??????? deferred tax assets and 




ke laporan ke laporan
laba rugi/ laba rugi/
1 Januari/ Credited 31 Desember/ Credited 31 Desember/
January 1, to income December 31, to income December 31,
2009 for the year 2009 for the year 2010
Rp Rp Rp Rp Rp
Aset (kewajiban) pajak Deferred tax assets
tangguhan (liability)
Kesejahteraan karyawan - Provision for employee
setelah dikurangi services entitlements
pembayaran 3.843.668        (150.457)        3.693.211        1.880.477        5.573.688        net of payments
Imbalan kerja jangka panjang Long-term benefits to the Directors,
Direksi, Komisaris dan DPS 11.768.814      (10.568.814)   1.200.000        2.400.000        3.600.000        Commissioners and DPS
Imbalan cuti jangka panjang - - - 564.118           564.118           Long-term leave program
Premises and equipment
Penyusutan aset tetap 3.076.739        478.018         3.554.757        1.777.752        5.332.509        depreciation
Penyisihan penghapusan atas: Provision for possible losses on:
Giro pada Bank Lain dan Demand deposits with Other Banks
PT Pos Indonesia     and PT Pos Indonesia
(Persero) 537.921           1.342.520      1.880.441        (902.150)          978.291               (Persero)
Penempatan Pada Bank Lain 241.951           (140.510)        101.441           21.452             122.893           Placement with other banks
Efek-efek 44.390             (6.890)            37.500             50.000             87.500             Securities
Penyertaan Saham 304.570           (191.155)        113.415           4.534               117.949           Investments in shares of stocks
Tagihan akseptasi 301.631           (30.012)          271.619           333.901           605.520           Acceptances payable
Estimasi kerugian Estimated losses on 
komitmen dan     contingent and
kontinjensi 1.566.438        (192.697)        1.373.741        (91.228)            1.282.513            contingencies
Agunan yang diambil alih - 17.361.839    17.361.839      1.563.027        18.924.866      Foreclosed property
Kelebihan bentuk Over acrued on provision
penyisihan penghapusan     for possible losses
aset produktif - - - 6.845.143        6.845.143            on earning assets 
Aset lain-lain 2.127.133        (179)               2.126.954        - 2.126.954        Other assets
Aset pajak tangguhan -




Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 
No. 36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, tarif 
pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 
1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 
1 Januari 2010. Aset dan kewajiban pajak tangguhan 
disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada 
periode ketika aset direalisasikan dan kewajiban 
diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan 
ditetapkan. 
 Based on Law No. 36/2008 which amended Law 
No. 7/1983 on Income Taxes, the new corporate tax 
rate is set at flat rates of 28% effective January 1, 
2009 and 25% effective from January 1, 2010. 
Accordingly, deferred tax assets and liabilities have 
been adjusted to the tax rates that are expected to 
apply at the period when the asset is realized or 
liability is settled, based on the tax rates that will be 
enacted. 
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Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba 
akuntansi dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah 
sebagai berikut: 
 A reconciliation between the total tax expense and 
the amounts computed by applying the effective tax 
rates to income before tax is as follows: 
   
2010 2009
Rp Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan Income before tax per consolidated
laba rugi konsolidasi 231.076.707 64.760.977 statement of income
Laba sebelum pajak anak perusahaan (1.658.053) (1.132.109) Income before tax of the subsidiary
Laba Bank sebelum pajak 229.418.654 63.628.868 Bank income before tax
Beban pajak berdasarkan tarif pajak
yang berlaku 57.354.664 17.816.084 Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas penghasilan yang
tidak dapat diperhitungkan Tax effect of non deductible 
menurut fiskal expenses - net
Bagi hasil - kantor cabang Profit sharing - Kuala Lumpur
Kuala Lumpur - 1.910.759 branch
Kenikmatan karyawan dan direksi 1.488.526 1.101.869 Employees and directors benefits
Hadiah dan sumbangan 786.958 577.808 Donation
Pemeliharaan dan perbaikan 241.673 165.254 Maintenance and repairs
Pendapatan - kantor cabang
Kuala Lumpur - (283.187) Revenue - Kuala Lumpur branch
Bagian laba bersih perusahaan Equity in net income of an
asosiasi (453.421) (402.742) associate
Lain-lain 719.571 (185.799) Others
Jumlah 2.783.307 2.883.962 Total
Penyesuaian atas pajak tangguhan - (6.166.936)         Adjustment in deferred taxes
Jumlah Beban Pajak  60.137.971 14.533.110 Total Tax Expense  
 
41. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
HUBUNGAN ISTIMEWA 
 41. NATURE OF RELATIONSHIP AND 
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES  
  
Sifat Hubungan Istimewa Nature of Relationship 
  
a. Komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia dan BPRS 
Dinar Ashri adalah karyawan kunci Bank. 
a. The Commissioners of PT Syarikat Takaful 
Indonesia and BPRS Dinar Ashri are the 
Bank's key employees. 
  
b. Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat adalah 
karyawan kunci Bank. 
b. The directors of Baitul Maal Muamalat and 
Pension Fund of Financial Institution Muamalat 
are the Banks key employees. 
  
c. Pemegang saham PT BPRS Wakalumi salah 
satunya adalah komisaris Bank. 
c. The stockholder of PT BPRS Wakalumi is one 
of the Bank's commissioners. 
  
  







